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TENTANG

KETAHANAN PANGAN DAERAH

1. UMUM

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya
merupakan hak asasi setiap masyarakat. Dalam konteks pemenuhan
hak, maka pangan hams senantiasa dapat terpenuhi secara aman,
bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang teijangkau oleh daya
beli masyarakat. Untuk itu, diperlukan upaya dari para pihak untuk
mewujudkan ketahanan pangan melalui ketersediaan, akses dan
keamanan pangan di Daerah, salah satunya melalui ketahanan pangan.

Ketahanan pangan Daerah mempakan kondisi terpenuhinya pangan
bagi perseorangan dan mmah tangga di daerah, yang tercermin dari
tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,
beragam, bergizi, merata, dan teijangkau serta tidak bertentangan
dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Secara normatif,
ketahanan pangan menjadi bagian dari komitmen daerah yang tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang ketahanan pangan.

Secara faktual, Kabupaten Tegal mempakan daerah yang dikamniai
sumberdaya alam yang beraneka ragam, sehingga dapat mencapai
kondisi ketahanan pangan bagi kehidupan masyarakat di Daerah. Untuk
memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan upaya mengantisipasi
kerawanan pangan, maka diperlukan sistem ketahanan pangan secara
integratif, sejak perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan
dan pengendalian serta pembiayaaan sesuai dengan kewenangan yang
dimiliki oleh daerah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Ketahanan Pangan Daerah.



11. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "persyaratan keamanan pangan" dalam
ketentuan ini adalah spesiHkasi atau persyaratan teknis yang
dibakukan tentang mutu pangan, baik dari segi bentuk, wama, atau
komposisi yang disusun berdasarkan kriteria tertentu, yang sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek
lain yang terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "memfasilitasi akses pangan" adalah

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada masysirakat
untuk memperoleh pangan dengan harga wajar dan teijangkau.

Huruf e

Yang dimaksud "masyarakat rawan pangan" adalah suatu kondisi

ketidakmampuan masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup
dan memenuhi syarat untuk hidup sehat serta beraktifitas dengan
baik dalam jangka panjang, termasuk di dalamnya masyarakat
miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat
yang berada di kondisi geografis yang tidak teijangkau akses pangan.



Huruff

Yang dimaksud dengan "daya saing" adalah kemampuan produk pangan
Daerah menghadapi tantangan persaingan dengan produk pangan dari
luar daerah.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perencanaan ketahanan pangan daerah"
adalah proses penetapan tujuan, kegiatan, dan perangkat yang
diperlukan dalam penyelenggaraan ketahanan pangan daerah untuk
memberikan pedoman dan arah kebijakan, guna menjamin
tercapainya ketahanan pangan daerah.

Huruf c Angka

1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.



Angka 5

Cukup jclas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

-  Yang dimaksud dengan "pencegahan maseilah pangan" adalah
upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam

mencegah, mengendalikan, dan mengevaluasi kondisi pangan,
untuk mengantisipasi teijadinya masalah psingan dan/atau
penurunan status gizi masyarakat.

-  Yang dimaksud dengan "penanggulangan masalah pangan"
adalaJh upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah serta
masyarakat untuk menanggulangi dan merehabilitasi kondisi
masalah pangein.

Angka 8

-  Yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah usaha keijasama
antara pihak terkait di daerah dalam mencapai ketahanan
pangan. Yang dimaksud dengan "sinkronisasi" adalah

penyelarasan setiap tindakan atau aktivitas dalam mencapai
ketahanan pangan.

Angka 9

-  Yang dimaksud dengan "keijasama" adalah aktivitas bersama
an tar masyarakat dan/atau Pemerintah, dan Pemerintah
Daerah yang dilakukan secara terpadu dan sinergis dalam
rangka mencapai tujuan ketahanan pangan daerah.

Angka 10

-  Yang dimaksud dengan "pengembangan sumberdaya manusia"
adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan
pengelolaan masyarakat dan pelaku usaha pangan untuk
meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan
dalam upaya mencapai ketahanan pangan daerah.

Angka 11

-  Yang dimaksud dengan "sistem informasi pangan" adalah
kumpulan data dan informasi tentang pangan yang terintegrasi
dan saling melengkapi, yang digunakan untuk menyusun



perencanaan kegiatan dalam pencapaian ketahanan pangan
daerah.

Angka 12

-  Yang dimaksud dengan "insentir adalah pemberian
kompensasi dari Pemerintah Daerah berupa dukungan
fasilitasi terhadap masyarakat dan pelaku usaha pangan yang
melaksanakan pembangunan ketahanan pangan daerah. Yang
dimaksud dengan "disinsentir adalah pencabutan dukungan
fasilitasi terhadap masyarakat dan pelaku usaha pangan yang
tidak mendukung pembangunan ketahanan pangan daerah.

Angka 13

-  Yang dimaksud dengan "peran masyarakat" adalah

keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mendukung

terciptanya ketahanan pangan daerah.

Hurufd

Cukup jelas

Huruf e

-  Yang dimaksud dengan "pembinaan, pengawasan, serta pengendalian"

adalah proses pembinaan, pengawasan, serta pengendalian terhadap
aktifitas dalam upaya mencapai ketahanan pangan daerah.

Huruf f

-  Yang dimaksud "pembiayaan" adalah dukungan fasilitasi anggaran
baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7 Ayat

(1)

Yang dimaksud dengan "produktivitas"' adalah jumlah produksi per
satuan luas lahan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan
kuantitas/jumlah, dan kualitas/mutu, serta perbaikan tata
pengelolaan pencapaian produksi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jclas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas
Huruf f

Dalam rangka peningkatan kemampuan petani dan nelayan
dalam penerapan teknologi dan akses permodalan, Pemerintah
Daerah menyelenggarakan bimbingan teknis dan penyuluhan
tentang teknologi budidaya, panen, pascapanen dan pemasaran,
serta akses permodalan kepada perbankan untuk pembiayaan
kegiatan usaha petani dan nelayan.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.



Pasal 9

Ay at (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "efisiensi dan efektivitas" kelembagaan
pemasaran komoditas pangan adalah peningkatan dan perbaikan
kineija kelembagaan pemasaran komoditas pangan, sehingga
berdampak terhadap keteijangkauan harga oleh masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud "perubahan perilaku konsumsi masyarakat"
adalah berubahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang tidak
hanya tergantung terhadap satu jenis produk pangan pokok, serta
lebih memperhatikan kualitas asupan pangan yang memenuhi
persyaratan keamanan pangan, mutu, dan gizi secara optimal,
terpadu dan berkelanjutan serta memperhatikan potensi dan
kearifan budaya lokal.



Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menerapkan "standar keamanan pangan"
adalah spesiUkasi atau persyaratan teknis yang dibakukan tentang
mutu pangan, baik dari segi bentuk, warna, atau komposisi yang
disusun berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek lain
yang terkait.

Ayat (2) Huruf a

-  Yang dimaksud dengan "standar proses produksi, penyimpanan,
pengangkutan atau distribusi" adalah setiap orang yang
memproduksi, menyimpan, mengangkut, dan/atau mengedarkan
pangan, diwajibkan untuk menerapkan persyaratan minimal sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

-  Yang dimaksud dengan "standar penggunaan sarana dan
prasarana" adalah penerapan spesiflkasi atau persyaratan teknis
yang dibakukan, meliputi kelaikan desain dan konstruksi,
peralatan dan instalasi, fasilitas pembuangan limbah, dan fasilitas
lainnya yang secara langsung atau tidak langsung digunakein
dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanein,
pengangkutan, dan atau peredaran pangan.

Huruf b

-  Yang dimaksud dengan "standar penggunaan kemasan" adalah
penerapan spesifikasi atau persyaratan teknis bahankemasan yang
digunakan pada proses kegiatan mewadahi atau membungkus,
yang dapat membantu mencegah atau mengurangi teijadinya
kerusakan pada bahan yang dikemas/dibungkus.

Huruf c

-  Yang dimaksud dengan "standar jaminan mutu pangan" adalah
spesiflkasi atau persyaratan teknis yang dibakukan dalam upaya
pencegahan yang perlu diperhatikan dan/atau dilaksanakan dalam



rangka menghasilkan pangan yang aman bagi kesehatan manusia
dan bermutu, yang lazimnya diselenggarakan sejak awal kegiatan
produksi pangan sampai dengan siap diperdagangkan. Hal ini
merupakan sistem pengawasan dan pengendalian mutu yang selalu
berkembang, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Penerapan "standar jaminan mutu pangan" dilakukan
secara bertahap, dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan
sistem pangan.
Yang dimaksud dengan "pemeriksaan laboratorium" adalah proses
analisa kandungan bahan beracun atau bahain yang
membahayakan kesehatan dan jiwa manusia yang terkandung
dalam bahan pangan, yang meliputi kandungan logam, metaloida,
zat kimia beracun lainnya, jasad renik berbahaya, miko toksin,
residu pestisida, hormon dan obat-obatan hewan yang melampaui
batas maksimal yang ditetapkan. Penetapan dam penerapan
persyaratan pengujian secara laboratories tersebut dilakukan

secara bertahap, dengan memperhatikan kesiapam dan kebutuhan
sistem pangan.

Hurufd

-  Yang dimaksud dengan bahan "cemaran fisik" adalah masuknya
benda asing yang menurunkan mutu pangan dan/atau
membahayakan kesehatan tubuh manusia ke dalam bahan

pangan.

-  Yang dimaksud bahan "cemaran kimia" adalah masuknya zat kimia
yang menurunkan mutu pangan dan/atau membahayakan
kesehatan tubuh manusia ke dalam bahan pangan.

-  Yang dimaksud bahan "cemaran biologi" adalah masuknya mahluk
hidup yang menurunkan mutu pangan dan/atau membahayakan
kesehatan tubuh manusia ke dalam bahan pangan.

-  Yang dimaksud dengan "masa kadaluwarsa" adalah pangan yang
sudah melewati batas akhir yang dijamin mutunya, sepanjEmg
penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pihak
yang memproduksi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "bahan tambeihan pangan" adalah bahan
yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat

atau bentuk pangan, antara lain berupa bahan pewama, bahan
pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat dan pengental.



Pangan yang menggunakan bahan tambahan pangan yang tidak
sesuai dengan ketentuan, mempunyai pengaruh buruk terhadap
kesehatan manusia. Oleh karenanya, penambahan bahan pangan
dalam kegiatan proses produksi pangan diatur secara ketat,
untukmewujudkan keamanan pangan, sehingga masyarakat
terhindar dari mengkonsumsi pangan, yang dapat mengganggu,
merugikan, dan membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

Penetapan dan penerapan persyaratan pengujian secsira
laboratories dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan
kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sertifikasi" adalah rangkaian kegiatan
penerbitan sertifikat terhadap pangan yang telah memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan.

Sertiflkasi mutu diberlakukan untuk lebih memberikan jaminan

kepada masyarakat, bahwa pangan yang dibeli telah memenuhi

standar mutu tertentu, tanpa mengurangi tanggungjawab pihak yang
melakukan produksi pangan.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "sistem jaminan mutu pangan" adalah upaya

menghasilkan pangan yang aman dan bermutu yang lazimnya



diselenggarakan sejak awal kegiatan produksi pangan sampai dengan

siap untuk diperdagangkan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengeluaran pangan" adsilah
menjual/menyalurkan bahan pangan yang berlebih ke daerah
lain.

Huruf b

Cukup jelas
















